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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan Hak atas BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja Lagani Coffee
& Co belum dipenuhi sesuai dengan apa yang diamanatkan pada peraturan
perundang — undangan. Lagani Coffee & Co berdasarkan skala jenis usaha
yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial tergolong sebagai
jenis usaha kecil. Berdasarkan kriteria skala jenis usaha sebagai jenis usaha
kecil, maka Lagani Coffee & Co memiliki kewajiban untuk mengikut sertakan
pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua. Lagani Coffee & Co meskipun belum memenuhi hak atas
BPJS Ketenagakerjaan, namun dengan demikian pengusaha tetap memberikan
kesempatan bagi pekerja yang secara mandiri mendaftarkan dirinya dalam
program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15
ayat (1) Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jo Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 82/PUU-X/2012 tentang pemberian ruang bagi pekerja untuk dapat

mendaftarkan dirinya secara mandiri dalam program BPJS.
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B. Saran

Pemberian sanksi terhadap pengusaha yang tidak mendaftarkan
pekerjanya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya dapat
menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya
menjadi peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS dapat bekerjasama
dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perizinan, agar
dalam proses pengurusan perizinan dapat sekaligus dilakukan pembinaan dan
tambahan syarat bagi pengusaha sebelum melakukan kegiatan usaha.
Penambahan syarat ini berupa surat pernyataan akan mengikutsertakan para
pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Penambahan
persyaratan ini merupakan bentuk upaya meningkatkan kesadaran para
pengusaha terhadap kewajiban mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS

Ketenagakerjaan.
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